PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panorama Nomor. 16 Kode Pos 72116 Telp. (0518} 21606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 421.3/ 85 /MN/2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SWASTA BEBUNGA ESTATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1)
huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten;

b. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru
berupa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan di
beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Sekolah
Menengah Kejuruan Bebunga Estate Kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang
PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
dikalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara
Republik indonsia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerntah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembetukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyrakat Dalam Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3485);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1990 tetang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan
Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat Nomor 18/KEP/Menko Kesra/X/1994
tentang Koordinasi Wajib Belajar;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
053/U/2001 tentang  Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal Penyelengaraan Persekolahan
Bidang Pendididkan Dasar dan Menengah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor
01);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

22. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2012
Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penectapan

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bebunga Estate
Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru yang
didirikan oleh Yayasan Pendidikan Lenggang Muara
Makmur dengan Program Keahlian :

1. ibisnis Produksi Tanaman

2. Teknik Otomitif Kendaraan Ringan

3. Akuntansi.

. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bebunga Estate

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU. Terletak di
Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten
Kotabaru.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tdnggal 23 Juli 2012

KEPALA\DINAS PENDIDIKAN
KABUPA’BF‘N KO'I:?BARU,
{ J{

Drs.H. EKO SURYADI WS, S.1Kom, MM
NIP.19590412 198303 1 032

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Kepala

J
Badan Perencanaan Pembarngunan Daerah Kabupaten

Kotabaru di Kotabaru; \
2. Inspektorat Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



